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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari kerja 
pada Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan (BPPSDM) pada satuan kerja Sekretaris Badan BPPSDM 
khususnya Bagian Keuangan . Selama melaksanakan PKL, praktikan 
melaksanakan beberapa tugas yang berkaitan dengan penganggaran 
belanja, seperti merekam Surat Perintah Bayar (SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA), merekam data kuitansi diaplikasi Sistem Laporan 
Bendahara Instansi (SILABI), merekam data transaksi Uang Persediaan 
(UP) diaplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI), melakukan 
penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online. Setelah 
melaksanakan PKL di Badan PPSDM Kesehatan, praktikan dapat 
beradaptasi di lingkungan kerja secara nyata, lebih teliti ketika 
memasukkan data kedalam sistem, dan dapat membuat keputusan yang 
tepat dalam melaksanakan pekerjaan, serta dapat belajar memahami 
karakter orang-orang yang berada disekitar lingkungan kerja. 
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Puji syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT atas 
rahmat dan karunia-Nya serta kepada junjungan nabi besar 
Muhammad SAW atas segala kemuliaannya, sehingga praktikan 
dapat melaksanakan serta menyelesaikan laporan Praktik Kerja 
Lapangan yang dilaksanakan pada Badan Paengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tepat waktu. 
Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktik yang telah 
dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 8 
September 2017 pada Bagian Verifikasi dan Akuntansi serta dalam 
rangka memenuhi sebagian persyaratan kelulusan untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya Ekonomi pada program studi D3 
Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Selama melaksanakan dan menyusunan laporan PKL, tidak 
lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Praktikan 
tentunya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang 
terlibat, yaitu: 
1. Allah SWT, atas petunjuk dan cinta-Nya yang telah diberikan 
kepada saya selaku praktikan; 
2. Keluarga besar yang telah memberikan doa, serta dukungan 




3. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta; 
4. Ibu Dr Etty Gurendrawati, SE.,Akt., M.Si., selaku Koordinator 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta; 
5. Ibu Dr Rida Prihatni, SE.,M.Si,Ak,CA., selaku dosen 
pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu 
praktikan dalam penulisan laporan PKL; 
6. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarata yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama 
praktikan duduk dibangku perkuliahan; 
7. Seluruh karyawan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia Kesehatan, Satuan Kerja Sekretariat 
Badan pada Bagian Keuangan dan BMN, khususnya 
Subbagian Perbendaharaan. 
Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari 
kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat praktikan harapkan guna perbaikan dimasa 
mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan 
memberikan dampak yang positif. 
Jakarta, 6 Desember  2017 
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A. Latar Belakang PKL 
 Kecerdasan ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat, dengan 
berkembangnya ilmu pengetahuan membuat daya saing untuk mendapatkan 
sebuah pekerjaan semakin sulit karena semakin ketat kriteria yang dibutuhkan 
oleh instansi atau perusahan untuk mendapatkan yang terbaik. Dengan 
permasalahan ini Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi solusi untuk mengasah 
kemampuan mahasiswa/i dalam mempraktikan ilmu yang telah di dapat di bangku 
perkuliahan dan mendapatkan pengalaman pekerjaan untuk menjadi gambaran 
ketika sudah lulus. 
 Permasalahan utama perekonomian Indonesia adalah pengangguran , 
semakin besarnya tingkat pengangguran di Indonesia, akan sangat mempengaruhi 
angka kemiskinan dan tidak sedikit yang berkembang menjadi kejahatan. Menurut 
Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Angakatan Kerja Indonesian Februari 2017 
sebanyak 131,55 juta orang, naik 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016 
(semester lalu) dan naik 3,88 juta orang dibanding Februari 2016 satu tahun yang 
lalu. Komponen Angakatan Kerja tersebut terdiri dari yang bekerja dan 
pengangguran, jumlah pengangguran 7,01juta orang, mengalami penurunan 
sekitar 20 ribu orang dibanding semester lalu dan berkurang sebanyak 10 ribu 




melalui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri terus memperkuat akses dan 
mutu melalui pelatihan kerja, pelatihan kerja bisa dilakukan di Balai Pelatihan 
Kerja (BLK) milik pemerintah maupun swasta. Tidak hanya melalui pelatihan, 
Kementerian Ketanagakerjaan juga mengembangkan sistem pemagangan di 
perusahaan-perusahaan, Kementerian Ketanagakerjaan mencatat ada 24.259 
perusahaan besar dan menengah serta 283.002 perusahaan kecil yang bisa 
menyerap calon tenaga kerja melalui program pemagangan ini, Menteri 
Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan pemagangan tidak hanya 
mendapat pengalaman, pemagangan bisa membentuk mental, perilaku kerja dan 
kompetensi sesuai pasar kerja. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan untuk 
tahun tahun mendatang pengganguran di Indonesia dapat terus berkurang, karena 
pengangguran ada bukan karena sedikitnya lapangan pekerjaan tetapi karena 
kurangnya keterampilan dan mental masyarakat dalam bersaing di dunia kerja, 
 Kurangnya keterampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) 
menjadi masalah utama, terlebih berkembangnya teknologi yang sangat cepat 
menyebabkan pekerjaan manusia diambil alih, dan juga kita telah memasuki 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi persaingan tidak hanya dengan 
masyarakat Indonesia saja, melainkan dengan seluruh masyarakat di negara-
negara ASEAN, sebagai mahasiswa mempelajari keterampilan dan keahlian 
melalui teori teori tidaklah cukup, semua teori tersebut harus dipraktikan. Dengan 
alasan tersebut, Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi D3 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi memberikan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk 




mahasiswa dapat mengetahui bagaimana dunia pekerjaan dan bidang kerja yang 
diembannya lebih dalam, karena perusahaan pun mencari karyawan yang 
berpengalaman dan ahli dalam bidang kerjanya. Artinya, setiap individu dituntut 
untuk mengerti teori yang diajarkan serta paham dalam pengaplikasian teori 
tersebut. 
 Sebagai mahasiswa D3 Akuntansi FE UNJ, praktikan juga dituntut 
untuk menerapkan program PKL tersebut. Praktikan mendapatkan kesempatan 
untuk melaksanakan PKL di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM 
Kesehahatan (PPSDM). Pada instansi tersebut praktikan ditempatkan di satuan 
kerja Sekretariat Badan PPSDM khususnya di Seksi Perbendaharaan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL  
 
Dalam melaksanakan kegiatan PKL, tentunya memiliki maksud 
dan tujuan dari program tersebut. Adapun maksud dilaksanakannya 
PKL tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli 
Madya Ekonomi di Program Studi D3 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
2. Mempelajari secara langsung sistem yang berkaitan dengan 
akuntansi di sebuah instansi; 
3. Menjadi sarana pengenalan lingkungan kerja untuk mahasiswa, agar 








Sedangkan PKL bertujuan untuk: 
 
1. Memberikan pengalaman secara langsung kepada praktikan dalam 
mengimplementasikan keterampilan dan keahlian praktikan, 
khususnya dalam bidang akuntansi; 
2. Meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan bagi praktikan, agar 
dapat lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja. 
3. Melatih praktikan dalam berbagai macam hal agar lebih siap 
menghadapi persaingan di dunia kerja, serta etos kerja yang 
memacu kedisiplinan, pengoperasian salah satu sistem akuntansi, 
pengambilan  keputusan, bekerja dibawah tekanan, dll. 
C. Kegunaan PKL 
 
Setelah melaksanakan PKL, tentunya ada beberapa kegunaan yang 
diperoleh bagi praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sebagai tempat praktikan menuntut ilmu, dan Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Kramat Jati sebagi tempat praktikan melaksanakan PKL. 
Adapun kegunaan tersebut antara lain: 
 
1. Bagi praktikan: 
 
a. Melatih praktikan untuk lebih bertanggungjawab, displin, 
menghargai waktu serta bekerja dengan cepat dan tanggap; 
b. Menjalin hubungan baik antara praktikan dengan Badan 
PPSDM Kesehatan; 




lebih siap untuk memasuki dunia kerja kedepannya; 
d. Memberikan pengalaman kepada praktikan untuk 
mengimplementasikan ilmu yang praktikan dapat selama 
menjalani perkuliahan, khususnya bidang akuntansi serta dapat 
menerapkannya pada dunia kerja sesungguhnya. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
 
a. Membuka peluang bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi 
kedepannya untuk dapat melaksanakan PKL ditempat yang 
sama atau dapat bekerja ditempat dilaksanakannya PKL 
tersebut; 
b. Meningkatkan profesionalitas, memperluas wawasan serta 
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa 
dalam menerapkan ilmunya; 
c. Membangun hubungan baik antara Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan atau instansi 
tempat pelaksanaan PKL. 
3. Bagi Badan PPSDM Kesehatan : 
 
a. Membangun kerja sama dengan instansi, khususnya Badan 
PPSDM Kesehatan dengan Universitas Negeri Jakarta; 
b. Mampu melihat potensi yang dimiliki mahasiswa yang 
melaksanakan PKL, sehingga akan lebih mudah dalam 





c. Membantu kinerja Badan PPSDM Kesehatan khususnya 
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan  dalam melaksanakan 
kegiatannya sehari-hari. 
D. Tempat PKL 
 
Berikut merupakan informasi data instansi tempat praktikan 
melaksanakan PKL: 
Nama  : Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan    
Sumber Daya Manusia Kesehatan 
 Alamat  : Jl.Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru,  
      Jakarta Selatan 12120 
Telepon       : 021-7245517, 72797302 
Fax    : 021-72797302 
 
Bagian    : Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) 
 
 
Alasan praktikan memilih instansi tersebut karena praktikan ingin 
mengetahui pekerjaan yang berkaitan dengan bidang akuntansi secara 
lebih spesifik, seperti bagaimana penganggaran belanja dan pengawasan 
keuangan dalam instansi pemerintahan. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
 
Praktikan melaksanakan PKL di Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan SDM Kesehatan selama dua bulan, yaitu dari tanggal 20 
Juli 2017 sampai dengan 8 September 2017. Dalam melaksanakan PKL, 




1. Tahap Persiapan 
 
Beberapa bulan sebelum melaksanakan PKL, praktikan 
mencari informasi mengenai instansi yang menerima PKL. 
Praktikan mendapatkan rekomendasi   untuk   mengajukan   surat   
permohonan   PKL   Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 
SDM Kesehatan. Kemudian praktikan membuat surat permohonan 
ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan kemudian mengajukan surat 
permohonan PKL tersebut kepada Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan SDM Kesehatan dan mendapat persetujuan dari 
Kepala Sub Bagian Umum BPPSDMK untuk melaksanakan PKL 
di instansi tersebut selama 40 hari kerja. 
2. Tahap Pelaksanaan 
 
Pada tanggal 20 Juli 2017, praktikan memulai PKL di Badan 
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, di Satuan 
Kerja Sekretariat Badan PPSM Kesehatan  pada Bagian Keuangan 
dan BMN. PKL dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat, 









3. Tahap Pelaporan 
 
Dalam menyusun laporan, praktikan mengumpulkan data-
data sebagai bukti bahwa praktikan telah melaksanakan pekerjaan 
selama PKL. Laporan PKL disusun oleh praktikan dibantu dengan 
bimbingan dari  dosen serta karyawan Badan PPSDM Kesehatan 
khususnya di satuan kerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, sub 






















TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Instansi 
Perkembangan program pembangunan kesehatan mewarnai 
perkembangan organisasi Departemen Kesehatan. Organisasi Departemen 
Kesehatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
558/Menkes/SK/II/1984, dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagaian 
tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan. 
Departemen Kesehatan terdiri dari : 
1) Menteri Kesehatan 
2) Sekretariat Jendral 
3) Inspektorat Jenderal 
4) Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat 
5) Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan   Pemukiman 
6) Direktorat Jenderal Pelayanan Medik 
7) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 
8) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
9) Pusat yang terdiri dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan, Pusat Data Kesehatan, Pusat 






10) Instansi Vertikal di wilayah 
Dengan demikian urusan sumber daya manusia kesehatan lebih banyak 
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pusat 
Pendidikan Kesehatan. Perkembangan selanjutnya baru dibentuk organisasi 
yang khusus untuk melaksanakan urusan sumber daya manusia kesehatan atau 
yang dinamakan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan (BPPSDMK) tepatnya tahun 2001. 
Badan PPSDM Kesehatan dibentuk dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 446/Menkes-Kessos/V/2001 
tanggal 11 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI dengan nama Badan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Pada saat itu 
terjadi restrukrisasi di seluruh departemen sebagai pelaksanaan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001 tentang Susunan 
Organisasi dan Tugas Departemen. Dan saat itu terjadi pula penggabungan 
dua departemen menjadi satu yaitu Departemen Kesehatan dan Departemen 
Sosial menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Pada tanggal 
11 Mei 2001 merupakan tonggak sejarah berdirinya Badan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan 
cikal bakal Badan PPSDM Kesehatan. 
Pada bulan Nopember 2001 terjadi perubahan kembali organisasi 
depertemen terutama Departemen Kesehatan yang semula bergabung dengan 






dan tata kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kesehatan, tanggal 27 Nopember 2001. Sejak tanggal 27 
Nopember 2001 namanya berubah menjadi Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan pusat-pusat di 
lingkungan badan menjadi 4 pusat . Pada tahun 2001 unit pelaksana teknis 
(UPT) yang berada di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan terdiri dari Balai 
Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebanyak 5 UPT dan Politeknik Kesehatan 
sebanyak 32 institusi serta terdapat 5 Pusat. Saat ini Kepala Badan PPSDM 
dipimpin oleh drg. Usman Sumantri,M.Sc. 
 
Tugas dan Fungsi 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015, Badan 
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber 
daya manusia di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber 
daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, 







2. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 
kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, dan peningkatan 
kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; 
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan, 
pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu 
sumber daya manusia kesehatan; 
4. Pelaksanaan administrasi Badan; 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 
 
Budaya Kerja 5R 
1. Ringkas   = Pilih dan pisahkan barang yang tidak perlu 
2. Rapi  = Lakukan penataan di tempat kerja 
3. Resik   = Jaga Kebersihan di tempat kerja 
4. Rawat   = Pelihara kondisi ringkas rapi resik di tempat kerja  
5. Rajin  = Biasakan kondisi ringkas rapi resik di tempat kerja 
 




Visi Misi Instansi 
 
Adapun visi dan misi dari Badan PPSDM Kesehatan sebagai berikut: 
1. Visi 
 
" Penggerak Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Professional Dalam 
Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan"  
 
2. Misi 
• Memenuhi jumlah,jenis,dan mutu SDM Keseharan sesuai 
yang direncakanan dalam mendukung penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan 
• Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui 
pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan SDM 
Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan 
• Menjamin pemerataan,pemanfaatan , dan pengembangan 
SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat 
• Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM 
Kesehatan 
• Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis 





B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan sistem formal dari aturan dan tugas 
serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi 
bekerjasama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan 
organisasi (Jones: 1995). Hubungan kerja dalam suatu organisasi dituangkan 
dalam struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis tentang 
hubungan kerja dari anggota yang menggerakkan organisasi untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi sangat penting untuk 
mendukung terlaksananya fungsi pengorganisasian dengan baik. Dengan 
adanya struktur organisasi, maka akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari 
setiap bagian yang terdapat dalam hierarki organisasi, dan hal tersebut akan 
memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 
Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur organisasi Badan 
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang digambarkan pada 
lampiran 6 adalah berikut : 
1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan 
Memiliki tugas mengkordinir tugas-tugas yang ada di Badan PPSDM 
Kesehatan sesuai dengan kebijakan, keputusan , dan arahan dari Kementerian 







2. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan 
sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  diatas, Sekretariat 
Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a) Penyusunan kebijkan teknis di bidang fasilitasi pengembangan 
pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber 
daya manusia kesehatan, serta fasilitasi akreditasi dan 
pengendalian mutu pendidikan sumber daya kesehatan; 
b) Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan 
kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia 
kesehatan, serta fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu 
pendidikan sumber daya kesehatan; 
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi 
pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan 
pendidikan sumber daya manusia kesehatan, serta fasilitasi 
akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya 
kesehatan; 





Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas : 
1) Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan; 
2) Bidang Penyelenggaraan Pendidikan; 
3) Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 
4) Subbagian Tata Usaha; 
a. Kelompok Jabatan Fungsional. 
   2.1 Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan bidang fasilitasi pengembangan Pendidikan dan kemitraan. 
Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan juga 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi 
pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan; 
b. Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan sumber 
daya manusia kesehatan dan kemitraan; 
Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan terdiri 
atas : 
1) Subbidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan; 
2) Subbidang Kemitraan. 
Subbidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di 
bidang di bidang fasilitasi pengembangan sumber daya manusia kesehatan. 
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Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan melakukan 
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang di 
bidang kemitraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan. 
2.2    Bidang Penyelenggaran Pendidikan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia 
kesehatan. 
Bidang Penyelenggara Pendidikan juga menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi teknis 
pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber 
daya manusia kesehatan; 
b) Penyiapan pelaksanaan teknis di bidang fasilitasi teknis pendidikan 
dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia 
kesehatan. 
Bidang Penyelenggara Pendidikan terdiri atas : 
1) Subbidang Fasilitasi Teknis Pendidikan; 
2) Subbidang Fasilitasi Penunjang Pendidikan. 
Subbidang Fasilitasi Teknis Pendidikan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan  di bidang 
fasilitasi teknis pendidikan sumber daya manusia kesehatan. 
Subbidang Fasilitasi Penunjang Pendidikan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di 
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bidang fasilitasi penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya 
manusia kesehatan. 
2.3    Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu 
pendidikan sumber daya manusia kesehatan. 
Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu juga 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi 
akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya 
manusia kesehatan; 
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi dan 
pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan. 
   Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu terdiri atas : 
1) Subbidang Fasilitasi Akreditasi; 
2) Subbidang Pengendalian Mutu Pendidikan; 
  Subbidang Fasilitasi Akreditasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang 
fasilitasi akreditasi pendidikan sumber daya manusia kesehatan. 
Subbidang Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di 




2.4   Subbagian Tata Usaha 
Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, 
program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik 
negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, 
kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat. 
3. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 
Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan 
dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan juga menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber 
daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya 
manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri; 
b) Pelaksanaan di bidang perencanaan sumber daya manusia 
kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan 
dalam negeri dan luar negeri; 
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan 
sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber 
daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri; 
d) Pelaksanaan administrasi Pusat. 
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Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan terdiri atas : 
1) Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
2) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Dalam Negeri; 
3) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar 
Negeri; 
4) Subbagian Tata Usaha; 
5) Kelompok Jabatan Fungsional. 
3.1   Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan. 
Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan juga 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan 
kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 
b) Penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perencanaan 








Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri    
atas :  
1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan; 
2) Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan. 
Subbidang Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan 
teknis dan pelaksanaan serta fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan 
sumber daya manusia kesehatan. 
Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan 
teknis dan pelaksanaan serta fasilitasi di bidang perencanaan 
pengembangan sumber daya manusia kesehatan. 
3.2   Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan 
dalam negeri. 
Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam 
Negeri juga menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang 




b) Penyiapan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya 
manusia kesehatan nasional dan daerag khusus. 
Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam 
Negeri terdiri atas :  
1) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Nasional; 
2) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Daerah Khusus. 
Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan 
teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia 
kesehatan nasional. 
Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Daerah Khusus.mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya 
manusia daerah khusus. 
3.3   Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 






Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar 
Negeri juga menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang 
pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan ke luar negeri 
dan warga negara asing; 
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya 
manusia kesehatan ke luar negeri dan warga negara asing. 
Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar 
Negeri terdiri atas : 
1) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
ke Luar Negeri; 
2) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
ke Warga Negara Asing. 
Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke 
Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya 
manusia kesehatan Indonesia ke luar negeri. 
Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke 
Warga Negara Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya 





3.4   Subbagian Tata Usaha 
Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, 
program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, 
evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan 
tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat. 
4. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan 
sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan juga 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi 
dam kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan 
pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan; 
b) Pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dam kebutuhan 
pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu 
pelatihan sumber daya manusia kesehatan; 
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis 
kompetensi dam kebutuhan pelatihan, pengembangan 
pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya 
manusia kesehatan; 
d) Pelaksanaan administrasi pusat. 
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Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas : 
1) Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan; 
2) Bidang Pengembangan Pelatihan; 
3) Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan; 
4) Subbagian Tata Usaha; 
5) Kelompok Jabatan Fungsional. 
4.1   Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan 
pelatihan sumber daya manusia kesehatan. 
Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan juga 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan  kebijakan teknis di bidang analisis 
kompetensi dan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia 
kesehatan; 
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan 
kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. 
Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan terdiri atas : 
1) Subbidang Analisis Kompetensi; 
2) Subbidang Pemetaan Kebutuhan Pelatihan  
Subbidang Analisis Kompetensi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang 
analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan. 
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Subbidang Pemetaan Kebutuhan Pelatihan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
di bidang pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia kesehatan lainnya termasuk diklat kepemimpinan 
dan prajabatan.  
4.2   Bidang Pengembangan Pelatihan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan sumber daya manusia 
kesehatan. 
Bidang Pengembangan Pelatihan juga menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang 
pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya 
manusia kesehatan. 
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan 
teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan. 
Bidang Pengembangan Pelatihan terdiri atas : 
1) Subbidang Pengembangan Pelatihan Teknis; 
2) Subbidang Pengembangan Pelatihan Fungsional. 
Subbidang Pengembangan Pelatihan Teknis mempunyai tugas 
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang 
pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan termasuk 
manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional, dan profesi. 
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Subbidang Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas 
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang 
pengembangan pelatihan jabatan fungsional tertentu dan umum. 
4.3   Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pelatihan. 
Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan juga menyelenggarakan 
fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang akreditasi 
pelatihan dan intitusi pelatihan; 
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan dan 
intitusi pelatihan. 
Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan terdiri atas : 
1) Subbidang Akreditasi Pelatihan; 
2) Subbidang Akreditasi Institusi Pelatihan 
Subbidang Akreditasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang 
akreditasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan. 
Subbidang Akreditasi Institusi Pelatihan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di 





4.4   Subbagian Tata Usaha 
Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, 
program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, 
evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan 
tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat. 
5. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan 
mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan juga 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi standardisasi 
dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan 
pengembangan jabatan fungsional; 
b) Pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi 
tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan 
pengembangan jabatan fungsional; 
c) Pemantauan, eavaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi 
standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan 
berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional; 
d) Pelaksanaan administrasi Pusat. 
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Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri 
atas : 
1) Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan; 
2) Bidang Pendidikan Berkelanjutan; 
3) Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional; 
4) Subbagian Tata Usaha; 
5) Kelompok Jabatan Fungsional. 
5.1 Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan. 
Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan juga 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi 
standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan fasilitasi 
profesi tenaga kesehatan; 
b) Penyiapan Pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan 
sertifikasi tenaga kesehatan dan fasilitasi profesi tenaga 
kesehatan; 
Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan 
terdiri atas : 
1) Subbidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga 
Kesehatan; 
2) Subbidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan. 
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Subbidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga 
Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan 
teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan sertifikasi 
tenaga kesehatan termasuk perlindungan tenaga kesehatan. 
Subbidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di 
bidang fasilitasi profesi tenaga kesehatan. 
5.2   Bidang Pendidikan Berkelanjutan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan. 
Bidang Pendidikan Berkelanjutan juga menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan 
berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan dan profesi 
kesehatan; 
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan 
sumber daya manusia kesehatan dan profesi kesehatan. 
Bidang Pendidikan Berkelanjutan terdiri atas : 
1) Subbidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan. 





Subbidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan 
teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan sumber daya 
manusia kesehatan 
Subbidang Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan. 
5.3 Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional. 
Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional juga menyelenggarakan 
fungsi : 
a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis dan 
pemetaan, serta pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional; 
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang analisis dan pemetaan, 
pemantauan, serta evaluasi jabatan fungsional. 
 
Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional terdiri atas : 
1) Subbidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional; 
2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional. 
Subbidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional mempunyai 
tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
di bidang analisis dan pemetaan jabatan fungsional . 
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Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional 
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan di bidang pemantuan dan evaluasi jabatan fungsional. 
5.4       Subbagian Tata Usaha 
Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, 
program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, 
evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan 
tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat. 
6. Sekretariat Badan  
Memiliki tugas melaksanakan kordinasi pelaksanaan tugas dan 
pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  diatas, 
Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a) Kordinasi dan penyusunan rencana , program, anggaran dan 
pengelolaan data dan informasi ; 
b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara ; 
c) Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan urusan hukum , 
organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat ; 
d) Pelaksaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan layanan pengadaan ; 
e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 
33 
 
Sekretariat Badan terdiri atas : 
a. Bagian Program dan Informasi ; 
b. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat ; 
c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara ; 
d. Bagian Kepegawaian dan Umum  
e. Kelompok Jabatan Fungsional 
6.1 Bagian Program dan Informasi  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 
penyusunan rencana , program, dan anggaran, pengelolaan data dan 
informasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 
Bagian Program dan Informasi juga menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan bahan kordinasi dan penyusunan rencana, program, 
dan anggaran; 
b) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; 
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 
Bagian Program dan Informasi terdiri atas : 
1) Subbagian Program dan Anggaran; 
2) Subbagian Data dan Informasi; 
3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 
Subbagian Program dan Anggaran mempuyai tugas melakukan 




Subbagian Data dan Informasi mempuyai tugas melakukan 
pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi. 
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempuyai tugas melakukan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, 
6.2   Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat 
 Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 
pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana, dan hubungan 
masyarakat. 
Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat juga 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan 
peraturan perundang-undangan; 
b) Penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata 
laksana serta fasilitasi, implementasi, reformasi, birokrasi; 
c) Pelaksanaan urusan advokasi hukum, hubungan masyarakat, 
dan perpustakaan. 
Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas : 
1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan; 
2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; 
3) Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat 
Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan 
peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama. 
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Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis 
jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi 
implementasi reformasi birokrasi. 
Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian 
pertimbangan hukum, advokasi hukum, urusan hubungan masyarakat, dan 
perpustakaan . 
6.3   Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 
Mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan 
barang milik negara. 
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan 
fungsi : 
a) Pelaksanaan urusan perbendaharaan; 
b) Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; 
c) Pengelolaan barang milik negara. 
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas : 
1) Subbagian Perbendaharaan; 
2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; 
3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara. 
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan 
perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi. 
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Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan 
verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. 
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas 
melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan 
barang milik negara. 
6.4   Bagian Kepegawaian dan Umum 
Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan 
layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan 
dokumentasi. 
Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi : 
a) Pelaksanaan pengembangan pegawai; 
b) Pelaksanaan pengadaan dan mutasi kepegawaian; 
c) Pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga; 
d) Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa. 
e) Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, 
dan gaji; 
Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas : 
1) Subbagian Pengembangan Pegawai; 
2) Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai; 
3) Subbagian Umum dan Layanan Pengadaan 
Subbagian Pengembangan Pegawai  mempunyai tugas melakukan 
penyiapan pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional. 
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Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas  
melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, dan mutasi pegawai, 
pengisian jabatan, dan penataan jabatan fungsional. 
Subbagian Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas 
melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan 
perlengkapan, serta layanan pengadaan. 
C. Kegiatan Umum Instansi 
Kegiatan umum dari Badan PPSDM Kesehatan, yaitu : 
1. Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Badan PPSDM Kesehatan melakukan penyusunan kebijakan 
teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendayagunaan 
sumber daya kesehatan daerah khusus. 
2. Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Badan PPSDM Kesehatan melaksanakan penyusunan kebijakan 
teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, seperti mendirikan politeknik kesehatan 






3. Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Badan PPSDM Kesehatan melakukan penyusunan kebijakan 
teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pemetaan kebutuhan 
pelatihan sumber daya manusia kesehatan. 
4. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Badan PPSDM Kesehatan melakukan penyusunan kebijakan 
teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti fasilitasi standardisasi 
dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan dan 









PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan ditempatkan di satuan kerja Sekretariat Badan , pada bagian 
Keuangan dan BMN khususnya di subbagian Perbendaharaan. Sub bagian 
Perbendahaaran bertugas tata kelola keuangan satuan kerja Sekretariatan Badan 
PSPDM Kesehatan, melakukan verifikasi SPJ, melakukan pengawasan keuangan, 
melakukan perekaman pengeluaran dan pemasukan Sekretariatan Badan PSPDM 
Kesehatan .  
Pada Subbagian Perbendaharaan, yang dipimpin oleh Ibu Erlina Yoselin 
Sena, SKM, M.Si. Serta terdapat delapan pelaksana subbagian perbendaharaan 
yaitu Ibu Amini, Ibu Rika, Bapak Mulyadi, Bapak Sunarso, Bapak Marsadih, 
Bapak Andri dan Bapak Sahrul. Pada kesempatan kali ini, praktikan lebih di 
fokuskan pada tugas pengawasan anggaran melalui Microsoft Excel dan 
perekaman pengeluaran anggaran melalui applikasi Sistem Laporan Bendahara 
Instansi (SILABI). Praktikan membantu tugas Bapak Sunarso dan Ibu Amini 
dalam melaksanakan tugas pengawasan anggaran, dan membantu tugas Ibu Rika 






Berikut merupakan bidang kerja yang praktikan lakukan selama Praktik Kerja 
Lapangan di Badan PPSDM Kesehatan : 
1. Merekam Surat Perintah Bayar (SPBy); 
2. Merekam Data Kuitansi di aplikasi SILABI; 
3. Merekam Data Transaksi Uang Persediaan (UP) diaplikasi SILABI; 
4. Melakukan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Online.  
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Tugas dan pekerjaan yang dilakukan praktikan selama PKL berlangsung dapat 
dikelompokkan dan dideskripsikan menjadi beberapa kelompok antara lain: 
1. Merekam pengawasan Surat Perintah Bayar (SPBy) 
Proses merekam adalah menginput data-data yang akan diproses 
kedalam sistem atau aplikasi, yang hasilnya akan tersimpan dalam sistem 
atau aplikasi tersebut. 
Tujuan dengan melakukan pengawasan tersebut adalah dapat 
menjadi catatan untuk mengetahui keadaan pagu dari setiap akun yang ada 
dan mengetahui apakah masih ada kegiatan yang belum dibayar oleh 
bendahara. Perekaman SPBy terbagi menjadi 2 tahap yaitu:  
a) Sebelum Uang Persediaan (UP) dikeluarkan bendahara; 




Surat Perintah Bayar (SPBy) adalah bukti  perintah dari Pejabat 
Pemegang Komitmen (PPK) untuk mengeluarkan uang persediaan yang 
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pembayaran kepada pihak 
yang dituju, dengan  pengertian tersebut pembayaran yang dilakukukan 
oleh bendahara dengan menggunakan uang persediaan, harus berdasarkan 
atas SPBy yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK. Jadi apabila 
SPBy belum disetujui oleh PPK, bendahara tidak boleh melakukan 
pembayaran yang berasal dari dana UP kepada penerima yang berhak dan 
juga bendahara wajib menguji kebenaran SPBy meliputi kelengkapan 
lampiran yang dibutuhkan seperti kuitansi dan bukti penerimaan 
barang/jasa yang disahkan oleh PPK. SPBy di satuan kerja Sekretariat 
Badan diterbitkan oleh setiap bagian yang ada. 
Dalam kesempatan kali praktikan ditugaskan untuk merekam SPBy 
di Buku Pengawasan Anggaran (BPA) yang terdapat di Microsoft Excel, 
yang sebelumnya SPBy tersebut telah diverifikasi kebenarannya terlebih 
dahulu. Buku Pengawasan Anggaran (BPA) berfungsi untuk mengawasi 
anggaran belanja apakah anggaran tersebut masih tersedia dananya atau 
sudah habis, dan juga untuk melihat realisasi anggaran pada setiap akun-
akun untuk dievaluasi kinerjanya. 
Gambaran kegiatan perekaman SPBy sebelum UP dikeluarkan oleh 
bendahara dapat dilihat pada lampiran 8. Berikut penjelasan proses 
kegiatan yang praktikan lakukan: 
42 
 
a. Mengidentifikasi kode kegiatan, output serta kode akun yang 
terdapat pada SPBy, dapat dilihat pada  contoh lampiran 7 yang 
berisi : 
Kolom jumlah nominal kegiatan : berisi jumlah biaya anggaran 
untuk melaksanakan anggaran tersebut. 
Kolom Kepada : berisi tentang kepada siapa membayar 
penggantian uang kegiatan. 
Kolom Untuk Pembayaran : berisi tentang deskripsi kegiatan. 
Kolom Atas Dasar berisi lampiran dokumen pelengkap seperti 
nota bukti atau kuitansi. 
b. Membuka program Microsoft Ecxel; 
c. Membuka sheet akun yang akan dicatat, dapat dilihat pada 
lampiran 8 point A yang berisi : 
Daftar Sheet akun kegiatan, setelah itu klik sheet akun sesuai 
dengan akun kegiatan yang terdapat pada SPBy, seperti pada 
contoh lampiran 7, tertulis kode akun 523111 yang berarti kode 
akun untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan; 
d. Menginput kode kegiatan, output, dan kode akun kegiatan yang 
terdapat pada SPBy, dapat dilihat pada lampiran 8 point B; 
Kode kegiatan adalah kode satuan kerja dimana kode satuan 
kerja Sekretariat Badan adalah 2079. 
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Kode output adalah kode dari setiap bagian, untuk bagian 
kepegawaian dan umum kodenya adalah 994, seperti pada 
contoh lampiran 7. 
Kode kegiatan adalah kode dari setiap kegiatan yang terdapat 
pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), seperti pada 
contoh lampiran 7, tertulis kode akun 523111 yang berarti kode 
akun untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan. 
e. Menuliskan di kolom Uraian Kegiatan sesuai dengan deskripsi 
kegiatan yang terdapat pada SPBy, dapat dilihat pada lampiran 
8 point C; 
f. Menginput jumlah nominal penggantian uang sesuai dengan 
yang tertera diSPBy pada kolom “Yang Belum diGanti” 
menandakan bahwa belum dilakukannya penggantian uang 
oleh bendahara, dapat dilihat pada lampiran 8 point D;  
g. Menginput jumlah sisa kredit dari PAGU yang tersisa di kolom 
“Sisa Kredit”, dapat dilihat pada lampiran 8 point E; 
h. Mencatat tanggal saat pengawasan dilakukan di kolom 
keterangan dengan warna merah, dapat dilihat pada lampiran 8 
point F. 
Proses diatas adalah bagaimana pengawasan pada SPBy dilakukan 
sebelum uang persediaan oleh bendahara dikeluarkan dalam hal ini 
melakukan perekaman Perekaman Data Transaksi UP. 
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Jika sudah dilakukan Perekaman Data Transaksi Uang Persediaan 
(UP), perekaman SPBy pada Buku Pengawasan Anggaran akan direkam 
kembali untuk mengkonfirmasi bahwa transaksi tersebut telah dibayarkan 
oleh bendahara. 
Tujuan dari perekaman tersebut adalah jika ada pemeriksaan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), satuan kerja Sekretariat Badan 
mempunyai bukti-bukti yang akurat dan tersimpan secara rapih mengenai 
transaksi-transaksi yang telah terjadi. 
Gambaran kegiatan perekaman SPBy setelah UP dikeluarkan oleh 
bendahara dapat dilihat pada lampiran 9. Berikut penjelasan proses 
kegiatan yang praktikan lakukan: 
a. Membuka Microsoft Excel; 
b. Membuka sheet akun yang akan dicatat, dapat dilihat pada 
lampiran 9 point A yang berisi : 
Daftar Sheet akun kegiatan, setelah itu klik sheet akun sesuai 
dengan akun kegiatan yang terdapat pada SPBy, seperti pada 
contoh lampiran 7, tertulis kode akun 523111 yang berarti kode 
akun untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan; 
c. Mencatat tanggal bendahara melakukan pembayaran dikolom 
tanggal, dapat dilihat pada lampiran 9 point B; 
d. Mencatat nomor pembukuan yang diperoleh dari perekaman 
data transaksi UP, disamping kode kegiatan, output serta kode 
akun, dapat dilihat pada lampiran 9 point C, yang berfungsi 
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untuk menginfokan bahwa transaksi tersebut telah dicatat 
diaplikasi SILABI; 
e. Memindahkan jumlah nominal dari kolom “Yang belum 
diganti” ke kolom “Pembayaran” menunjukan bahwa sudah 
dilakukan pembayaran, dapat dilihat pada lampiran 9 point D; 
f. Mencatat jumlah nominal dikolom “Cara Pembayaran”, ini 
dimaksud apakah dengan cara Surat Perintah Membayar 
Langsung (LS) atau Dana UP, dapat dilihat pada lampiran 9 
point E; 
g. Dikolom sisa kredit mencatat jumlah sisa kredit dengan cara 
mengurangi PAGU akun tersebut dengan nominal dikolom 
“Pembayaran” dengan menggunakan rumus, dapat dilihat pada 
lampiran 9 point F; 
Hasil dari pekerjaan tersebut dapat dilihat pada lampiran 9, yaitu 
menghasilkan rekapitulasi data transaksi di Buku Pengawasan Anggaran 
(BPA) yang berguna untuk memonitoring pengawasan anggaran, setelah 
itu dokumen-dokumen SPBy yang telah direkam di Buku Pengawasan 
Anggaran (BPA) akan difotocopy sebanyak 2 rangkap,  selanjutnya akan 
disusun dan disimpan untuk diarsipkan diruang pengarsipan untuk 








2. Merekam Data Kuitansi di aplikasi SILABI 
Proses merekam adalah menginput data yang akan diproses 
kedalam sistem atau aplikasi, yang hasilnya akan tersimpan dalam sistem 
atau aplikasi tersebut. 
Tujuan perekaman Data Kuitansi adalah sebagai bukti atas belanja 
anggaran yang telah dilakukan dengan menggunakan uang persediaan, dan 
setelah perekaman data Kuitansi, dilanjutkan ke tahap perekaman data 
Transaksi Uang Persediaan (UP) jika telah dilakukan pembayaran oleh 
bendahara. 
Setelah melakukan pengawasan Surat Perintah Bayar (SPBy) di 
Buku Pengawasan Anggaran (BPA), selanjutnya melakukan perekaman 
RUH Kuitansi yang datanya didapat sesuai dengan SPBy yang diterbitkan 
oleh bagian yang bersangkutan, dengan adanya applikasi SILABI 
bendahara tidak perlu membuat kuitansi secara manual lagi, misalnya 
menggunakan Microsoft Excel, namun langsung dihasilkan dari applikasi 
SILABI setelah melakukan perekaman kuitansi. 
Gambaran kegiatan perekaman Perekaman Data Kuitansi dapat 
dilihat pada lampiran 15. Berikut penjelasan proses kegiatan yang 
praktikan lakukan: 
a. Membuka applikasi SILABI, dapat dilihat pada lampiran 10; 
b. Pilih menu RUH Kuitansi, dapat dilihat pada lampiran 11; 
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c. Klik tombol rekam, isi kode kegiatan dan output sesuai satuan 
kerja dan bagian, jika ingin memfilter PAGU sesuai kegeiatan 
dan output yang diinginkan, atau kosongkan jika ingin 
menampilkan seluruh PAGU,jika sudah klik Proses, dapat 
dilihat pada lampiran 12 dan 13; 
d.  Cari pagu pada kode akun dimana belanja akan dibebankan, 
jika sudah menemukan akun mana yang mau dibebankan, isi 
nilai sesuai dengan rupiah kitansi yang ingin direkam pada 
kolom Jumlah, kemudian pilih Proses, dapat dilihat pada 
lampiran 14; 
e. Akan muncul kotak dialog untuk pengisian data kuitansi, dapat 
dilihat pada lampiran 15, Penjelasan: 
Nomor Bukti : Isi sesuai dengan nomor kuitansi, secara  
    otomatis akan berurutan. 
Untuk Pembayaran : Isi sesuai dengan uraian pembayaran. 
Kota  : Kota dimana kuitansi itu dibuat  
Tanggal  : Tanggal kapan kuitansi dibuat.  
Perusahaan Penerima: Nama perusahaan penyedia barang  
                                        dan jasa. 
Nama Penerima :  Nama penerima kuitansi. 
NPWP  :  NPWP penyedia barang dan jasa. 
PPK  : Nama dan NIP PPK yang bertanggung  
                                  jawab pada SPBy tersebut. 
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Penerima Barang : Petugas penerima barang dan jasa pada  
      satuan kerja. 
f. Jika pembelian barang atau jasa atas kuitansi ini dikenakan 
pajak, maka sebelum menyimpan, klik terlebih dahulu tombol 
Pajak, pengisian pajak bersifat fleksibel, boleh diisi 
berdasarkan persentase pajak atau langsung berdasarkan rupiah, 
dapat dilihat pada lampiran 16;  
g. Sebelum klik tombol Simpan, catat nomor bukti kuitansi 
dikertas SPBy untuk memudahkan saat perekaman data 
transaksi dalam mencari kuitansi dan untuk berjaga-jaga jika 
ada kesalahan mengenai kuitansi tersebut, setelah itu klik 
Simpan, dapat dilihat pada lampiran 15. 
Hasil dari pekerjaan tersebut dapat dilihat pada lampiran 12, yaitu 
data yang kita rekam akan tersimpan yang nantinya akan ditujukan untuk 
bendahara pengeluaran mengeluarkan Uang Persediaan (UP), dan untuk 
memudahkan kita mencari bukti kuitansi jika nantinya dibutuhkan. 
3. Merekam Data Transaksi Uang Persediaan (UP) diaplikasi SILABI 
Proses merekam adalah menginput data-data yang akan diproses 
kedalam sistem atau aplikasi, yang hasilnya akan tersimpan dalam sistem 
atau aplikasi tersebut. 
Tujuan Perekaman Data Transaksi UP adalah untuk menandakan 
bahwa bendahara pengeluaran telah melakukan penggantian uang kepada 
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yang bersangkutan sesuai yang tertera pada Surat Perintah Pembayaran 
(SPBy). 
 
Setelah melakukan perekaman data pada kuitansi, selanjutnya 
melakukan Perekaman Data Transaksi UP, Transaksi UP adalah 
pencatatan transaksi atas kuitansi dari belanja yang menggunakan sumber 
dana Uang Persediaan (UP), dengan melakukan Perekaman Data Transaksi 
UP akan langsung mempengaruhi saldo kas bendahara. 
Gambaran kegiatan perekaman data Transaksi UP dapat dilihat 
pada lampiran 21. Berikut penjelasan proses kegiatan yang praktikan 
lakukan: 
a. Membuka aplikasi SILABI, dapat dilihat pada lampiran 17; 
b. Pilih menu RUH Transaksi, dapat dilihat pada lampiran 18; 
c. Klik Rekam, kemudian pilih Transaksi UP, dapat dilihat pada 
lampiran 19; 
d. Akan muncul daftar seluruh kuitansi yang telah direkam 
sebelumnya, centang pada kuitansi yang ingin dicatat sesuai 
dengan dilembar SPBy yang sebelumnya sudah dicatat nomor 
kuitansinya, kemudian klik Pilih, dapat dilihat pada lampiran 
20; 
e. Kemudian akan mucul dialog pengisian data transaksi UP bisa 
dilihat pada lampiran 21. Penjelasan: 
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No Pembukuan : No transaksi pembukuan, terisi secara 
otomatis dan berurutan, tetapi dapat diubah   
sesuai kebutuhan. 
Tanggal Buku : Tanggal kapan dilakukan pembayaran atas 
kuitansi tersebut. 
Uraian : Uraian transaksi UP, terisi secara otomatis 
namun tetap dapat diubah sesuai kebutuhan. 
Jumlah : Nilai pembayaran pada kuitansi, terisi 
secara otomatis dan jangan diubah karena 
bisa menyebabkan selisih yang sulit untuk 
ditelusuri. 
Rekening : Rekening pembebanan atas transaksi. 
f. Jika sudah melakukan pengisian dialog, Klik Simpan, dapat 
dilihat pada lampiran 21; 
 Hasil dari pekerjaan tersebut dapat dilihat pada lampiran 22, yaitu 
data transaksi yang kita rekam akan tersimpan, yang nantinya akan 
ditujukan untuk melengkapi Arsip Data Komputer (ADK) yang akan 
diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pengisian 
kembali uang persediaan. 
4. Melakukan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online  
Bendahara akan melakukan penyetoran PNBP jika terdapat sisa 
dari belanja anggaran kegiatan biasanya adalah menggunakan tipe 
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pembayaran Langsung (LS), penyetoran ini dilakukan melalui aplikasi 
Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). 
  Tujuan dari penyetoran PNBP ini adalah untuk mengembalikan 
sisa belanja anggaran yang telah kita rencanakan sebelumnya ke Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan akan otomatis anggaran 
belanja tersebut masuk kembali ke akun pagu yang terpakai. 
Gambaran kegiatan penyetoran dapat dilihat pada lampiran 26 dan 
27. Berikut penjelasan proses kegiatan yang praktikan lakukan: 
a. Membuka aplikasi Google Chrome; 
b. Melakukan searching dengan kata kunci “SIMPONI” setelah 
muncul klik website https://simponi.kemenkeu.go.id/, dapat 
dilihat pada lampiran 23; 
c. Login dengan memasukan user id dan password,  setelah itu 
klik Masuk, dapat dilihat pada lampiran 24; 
d. Klik menu Billing, dan pilih menu Non Anggaran 
(Pengembalian Belanja), dapat dilihat pada lampiran 25; 
e. Akan tampil form pembuatan billing non anggaran, dapat 
dilihat pada lampiran 26 dan 27. Penjelasan: 
Jenis Setoran : Pilih Setoran Pengembalian Belanja 
K/L  : Pilih Kementerian Kesehatan 
Unit Eselon 1 : Pilih Badan PPSDM Kesehatan 
Satuan Kerja  : Pilih Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 
Program   : Program PSPDM Kesehatan 
52 
 
Sumber Dana  : Rupiah Murni  
Keterangan : Uraian pengembalian sisa belanja anggaran 
Wajib Bayar : Bendahara pengeluaran dalam hal penyetor 
Kegiatan dan Output : Diisi sesuai kegiatan dan output pada  
            akun tersebut 
Akun  : Diisi sesuai akun yang ingin dikembalikan  
     sisa belanja anggaran. 
Jumlah  : Jumlah nominal yang ingin disetorkan 
f. Setelah pengisian form diatas klik Simpan, dapat dilihat pada 
lampiran 27 
  Hasil dari pekerjaan tersebut dapat dilihat pada lampiran 28, yaitu 
menjadi bukti pembuatan tagihan penerimaan non anggaran, selanjutnya 
disetorkan kepada Bank, dan jika sudah dibayarkan akan muncul bukti 
pembayaran di akun  SIMPONI yang kita login tadi, yang menandakan 
bahwa sisa anggaran tadi telah masuk kembali kedalam akun anggaran 
yang terpakai. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan kegiatan PKL pada Badan PPSDM Kesehatan tentunya 
praktikan menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kurang lengkapnya lampiran dokumen pelengkap Surat Perintah Bayar 
(SPBy), seperti tidak dilampirkannya bukti kuitansi dan nota lainnya, 
sehingga pekerjaan untuk melakukan pengawasan menjadi terhambat. 
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2. Terkadang suka terjadi error pada aplikasi SILABI ketika sedang 
melakukan penginputan transaksi, sehingga transaksi yang telah diproses 
harus diinput kembali. 
3. Adanya kesalahan input nominal pada data yang dikerjakan oleh karyawan 
bagian lain, sehingga membuat anggarannya tidak sesuai dengan uang 
persediaan yang dikeluarkan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 Setelah dijabarkan berbagai kendala yang dihadapi praktikan selama  
melaksanakan PKL, berikut akan dibahas mengenai cara-cara mengatasi kendala 
tersebut: 
1. Melakukan pengecekan kembali kelengkapan dokumen SPBy dan 
mengembalikan kepada pihak penerima pembayaran untuk dilengkapkan 
lampiran-lampiran terkait kegiatan tersebut. 
2. Selalu membackup setiap beberapa transaksi agar data yang telah diproses 
tidak hilang. 
3. Mengkonfirmasi kepada karyawan yang mengerjakan sebelumnya bahwa 
terjadi kesalahan input nominal, dan mengecek jumlah nominal SPBy dan 









PKL merupakan salah satu program pada perguruan tinggi yang dapat 
mendukung keselarasan anatara kemampuan dengan ilmu pengetahuan yang 
berkembang pesat. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu 
yang diperoleh saat perkuliahan untuk memasuki dunia kerja. Program tersebut 
juga merupakan langkah untuk menyiapkan tenaga kerja yang potensial, serta 
menjadi mampu beradaptasi dalam dunia kerja. Selama melakukan PKL, praktikan 
mendapatkan berbagai pengalaman yang nyata dalam lingkungan kerja. Beberapa 
hal yang berguna bagi praktikan setelah melakukan PKL tersebut adalah: 
1. Praktikan dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan kerja, serta 
memahami berbagai karakter karyawan yang berbeda.; 
2. Praktikan dapat mengetahui dan memahami isi dari Surat Perintah 
Pembayaran (SPBy) dan dapat mengaplikasikannya kedalam Buku 
Pengawasan Anggaran (BPA) yang terdapat di Microsoft Excel; 
3. Praktikan dapat memahami fungsi dari perekaman data kuitansi, serta 






4. Praktikan dapat memahami fungsi dari perekaman data Transaksi Uang 
Persediaan (UP), serta mengetahui cara pengolahannya dalam aplikasi 
Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI); 
5. Praktikan dapat memahami fungsi dari penyetoran sisa belanja anggaran, 
serta mengetahui cara pengolahannya dalam aplikasi SIMPONI sehingga 
dapat menjadi bukti pembuatan tagihan penerimaan non anggaran; 
6. Praktikan dapat mengetahui dan memahami mekanisme penerimaan 
anggaran belanja, hingga pengeluaran anggaran belanja di Instansi 
Pemerintah; 
7. Praktikan dapat membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi kendala 
terkait proses perekaman SPBy. 
B. Saran 
Praktikan menyadari adanya kekurangan selama melaksanakan PKL pada 
Badan PPSDM Kesehatan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh 
praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja praktikan serta menjadi 
acuan untuk meminimalisir kekurangan dari pelaksanaan PKL kedepannya adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi praktikan: 
a. Mengutamakan kedislipinan kerja dan motivasi kerja yang tinggi agar 
menjadi mahasiswa yang memiliki etos kerja yang baik dan professional 





b. Lebih komunikatif apabila terjadi kesalahan agar dapat diselesaikan 
dengan cepat dan tanggap untuk mengambil keputusan; 
c. Memiliki keterampilan dancakap dalam segala bidang, karena hal 
tersebut sangat dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Dengan 
berbekal keterampilan, akan lebih memudahkan mahasiswa dalam 
melaksanakan tugas. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
a. Meningkatkan pelayanan akademik, khususnya persiapan untuk 
menghadapi PKL bagi mahasiswa; 
b. Menjalin hubungan kerjasama kepada beberapa perusahaan atau 
instansi, agar memudahkan  mahasiswa dalam mencari perusahaan 
untuk melaksanakan PKL; 
3. Bagi Badan PPSDM Kesehatan: 
a. Diharapkan dapat lebih mengarahkan mahasiswa yang melaksanakan 
PKL; 
b. Diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri 
Jakarta, khususnya Prodi D3 Akuntansi, guna mempermudah 
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DAFTAR KEGIATAN HARIAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
BADAN PPSDM KESEHATAN 
 
No. Hari, Tanggal Kegiatan Keterangan 
1 Kamis, 20 Juli 2017  Pengenalan serta penempatan pada 
Subbagian Perbendaharaan 
 Training perekaman Surat Perintah 




2 Jumat, 21 Juli 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






3 Senin, 24 Juli 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






4 Selasa, 25 Juli 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 
Pak Narso 
5 Rabu, 26 Juli 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






6 Kamis, 27 Juli 2017  Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 
 Training perekaman Data 
Transaksi UP diaplikasi SILABI 
Pak Sahrul 
Pak Sahrul 
7 Jumat, 28 Juli 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 
 Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 







8 Senin, 31 Juli 2017  Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 










9 Selasa, 1 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






10 Rabu, 2 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






11 Kamis, 3 Agustus 2017  Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 




12 Jumat, 4 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






13 Senin, 7 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 
Ibu Amini 
14 Selasa, 8 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






15 Rabu, 9 Agustus 2017  Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 




16 Kamis, 10 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






17 Jumat, 11 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 
Ibu Amini 
18 Senin, 14 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 











  SILABI 




20 Rabu, 16 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 
 Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 







21 Kamis, 17 Agustus 2017  Libur Hari 
Kemerdekaan 
22 Jumat, 18 Agustus 2017  Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 




23 Senin, 21 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






24 Selasa, 22 Agustus 2017  Melakukan Penyetoran PNBP 
Online 
 Merekam Surat Perintah Bayar 




25 Rabu, 23 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






26 Kamis, 24 Agustus 2017  Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 




27 Jumat, 25 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 
Pak Narso 
28 Senin, 28 Agustus 2017  Melakukan Penyetoran PNBP 
Online 











   Merekam Data Transaksi 
diaplikasi SILABI 
Pak Sahrul 
30 Rabu, 30 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






31 Kamis, 31 Agustus 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 
Ibu Amini 
32 Jumat, 1 September 2017  Libur Idul 
Adha 
33 Senin, 4 September 2017  Melakukan Penyetoran PNBP 
Online 
 Merekam Surat Perintah Bayar 




34 Selasa, 5 September 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






35 Rabu, 6 September 2017  Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 




36 Kamis, 7 September 2017  Merekam Surat Perintah Bayar 
(SPBy) di Buku Pengawas 
Anggaran (BPA) 






37 Jumat, 8 September 2017  Merekam Data Kuitansi diaplikasi 
SILABI 























Lampiran 8 : Proses Perekaman SPBy Sebelum Transaksi UP 
 





Lampiran 10 : Aplikasi SILABI 
 





Lampiran 12 : Hasil Proses Perekaman Data Kuitansi 
 
Lampiran 13 : Kolom Kode Kegiatan dan Output 
 





Lampiran 15 : Kotak Dialog Penggisian Data Kuitansi 
 





Lampiran 17 : Aplikasi SILABI 
 





Lampiran 19 : Menu Jenis Transaksi 
 





Lampiran 21 : Kotak Dialog Pengisian Transaksi UP 
 





Lampiran 23 : Website Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) 
 
Lampiran 24 : Menu Login SIMPONI 
 





Lampiran 26 : Form Pembuatan Billing Non Anggaran 
 
Lampiran 27 : Form Pembuatan Billing Non Anggaran 
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Lampiran 29 : Kartu Konsultasi 
 
 
